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BAB1
PENDAHULUAN
A. Latar Belakang Masalah
Berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro,
Kecil, dan Menengah menyebutkan bahwa UMKM merupakan kegiatan usaha

yang mampu memperluas lapangan kerjg@ dan memberikan pelayanan ekonomi
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memperoleh kesempatan utama, dukungan, perlindungan dan pengembangan
seluas-luasnya sebagai wujud keberpihakan yang tegas kepada kelompok usaha




ekonomi rakyat, tanpa mengabaikan peranan Usaha Besar dan Badan Usaha Milik
Negara..

Di Tahun 2016 diperkirakan jumlah UMKM terus bertambah. Selama ini
UMKM telah memberikan kontribusi pada PBD 58,92 persen dan penyerapan
tenaga kerja 97,30 persen. Pada Tahun 2016, Presiden Jokowi menyatakan
UMKM yang memiliki daya tahan pinggi akan mampu untuk menopang
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bangsa Indonesia bahkan seluruh dunia, masalah perekonomian pun menjadi
permasalahan lainnya yang dihadapi oleh masyarakat. Dengan kebijakan




(program)-kebijakan (program) yang diambil dan diputuskan oleh pemerintah
yang dapat mengganggu perekonomian masyarakat, dengan membatasi ruang
gerak pengusaha untuk mengembangkan usahanya, salah satunya kebijakan
(program) PSBB ataupun PPKM yang pernah diterapkan di Indonesia bahkan di
Kab. Enrekang. Selain kebijakan (program)-kebijakan (program) tersebut, ada

kebijakan (program) yang diambil oleh pemerintah yang bertujuan untuk menjaga
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kebijakan (program)-kebijakan (program) yang penulis uaraikan di atas tentang

pencadangan usaha, pendanaan, dan pengembangannya namun belum optimal,




Hal itu dikarenakan kebijakan (program) tersebut belum dapat memberikan
perlindungan, kepastian berusaha, dan fasilitas yang memadai untuk
pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.

Di Kab. Enrekang Ada 22.849 UMKM yang Menerima Bantuan Pelaku
Usaha Mikro (BPUM) Berdasarkan pengamatan, didapati masalah-masalah yang
ada di lapangan yaitu: banyak penerima BPUM yang tidak memenuhi kriteria

bahkan tidak memiliki usaha sama
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turun langsung meneliti apa saja yang membuat pemberdayaan UMKM di
Kabupaten enrekang naik dari 5.455 pelaku UMKM menjadi 22.849 pelaku

UMEKM yang menrima bantuan.



B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang masalah yang diuraikan di atas, maka rumusan
masalah dalam penelitian ini sebagai berikut

1. Bagaimana Implementasi Program Bantuan pelaku usaha mikro (BPUM) di

bermanfaat dikemudian hari, adapun manfaat dari penelitian ini dapat dilihat dari

dua sisi yang manfaat secara teoritis dan manfaat secara praktis,




1. Manfaat Teoritis
Penelitian ini diharapkan dapat berguna dan menjadi Pengetahuan dalam
mengetahui tentang implementasi pemberdayaan UMKM melaului program
BPUM dan juga Penelitian ini menjadi referensi bagi Peniliti dan pihak
terkait lainnya
2. Manfaat Praktis




BABII

TINJAUAN PUSTAKA
A.  Penelitian Terdahulu
Penelitian terdahulu ini menjadi salah satu acuan penulis dalam

melakukan penelitian sehingga peneliti dapat memperkaya teori yang
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a BPUM yang
dilaksanakan oleh bank
penyalur dibawah wewenang
Kementerian Keuangan RL (d)
Pengawasan yang dilaksanakan
oleh lembaga Badan
Pengawasan Keuangan dan
Pembangunan (BPKP).




2) Pemberian modal usaha
‘melalui program BPUM cukup
efektif. Dikatakan cukup efektif
karena 12 informan sudah
memenuhi 5 indikator
efektivitas sehingga berdampak
positif dalam membantu
memenuhi kebutuhan dasar
secara berkesinambungan dan
dalam jangka waktu yang
panjang. Sedangkan | informan
lagi hanya memenuhi 4
indikator efektivitas, informan
tersebut tidak dapat mencapai
juan dari BPUM yaitu

/’l iun, adapula yang
an bahwa tidak semua
antuan Langsung
Desa (BLT-DD)
tepat sasaran. Terkadang
seseorang yang
perekonomiannya cukup juga
menerima bantuan tersebut. Hal
semacam ini menjadi koreksi
dan evaluasi kedepannya untuk
pemerintah.

(Karla Meiva

Deskriftif,

Isi Kebijakan (program)




Lumempow 2021)
Implementasi Kebijakan
(program) Dalam
Pengembangan UKM
Pada Era Pandemi
Covid-19 di Kecamatan
Kawangkoan Barat
Kabupaten Minahasa

Kualitatif

Bantuan Bagi Pelaku Usaha
Mikro (BPUM) telah tertuang
dalam Peraturan Menteri
Koperasi dan Usaha Kecil dan
Menegah Nomor 6 Tahun 2020
tentang Pedoman Umum
Penyaluran Bantuan Pemerintah
Bagi Pelaku usaha Mikro. Di
Kecamatan Kawangkoan Barat,
pelaksanaan program atau
implementasi kebijakan
(program) BPUM ini dapat
dikatakan sudah berjalan dengan

walaupun masih ada sebagian
kecil yang menerima dana
bantuan tetapi tidak
mempergunakan dana tersebut
sebagaimana mestinya sehingga
menggambarkan tidak adanya
perubahan pada usahanya. Dan
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masih ada masyarakat yang
tidak bisa merasakan
manfaatnva karena tidak
menerima bantuan itu.
(Sundari, Dewi 2016) Kualitatif, Berdasarkan hasil dan analisa
Pengembangan dana Deskriptif maka penelitia mengambil
bantuan UMKM kesimpulan bahwa Dinas
(BANPRES) Dinas Koperasi Kota Medan dalam
Koperasi Kota Medan memabantu pada perlaku
terhadap Pengusaha ekonomi Mikro di Kec. Medan
mikro kecil di kota timur dengan memberikan Dana
Medan (studi kasus para Banpres secara langusng ke
pengusaha mi rekening para Pelaku UMKM

Kecamatan
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Seperti yang ita ketahui bersama
bahwa Ekonomi mikro
memberikan pengaruh dalam
pengambilan keputusan dalam
hal penawaran dan permintaan
barang atau jasa. llmu ekonomi
mikro adalah ilmu yang
membahas lentang peran




individu pelaku ekonomi.
Bagaimana rumah tangga dan
perusahaan membuat keputusan.
Serta berinteraksi di dalam
pasar. Diambil dalam buku
Ekonomi Mikro (2017) karya
Sigit Sardjono, berikut contoh
penerapan ekonomi mikro yang
juga ada di Indonesia, di
antaranya: Dalam Menjalan
Program Bantuan UMKM
Pemerintah Provinsi Sumatra
Utara (Sumut) menargetkan
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s memiliki
au minimal

UMKM vang ada di Kota Batu
akan dilakukan secara
maksimal, Maka Pemerintah
Kota Batu akan menyediakan
mesin yang tidak dimiliki para
pelaku UMEM salah satunva
menin packing atau kemasan.,
dimana hal ini menjadi faktor
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kurang maksimalnva produk
UMKM yang di pasarkan,
Adapun tujuan penulis
melakukan penelitian ini ialah
untuk mengetahui Implementasi
Program Pemberdayaan
Masvarakat melalui Program
Usaha Mikro Kecil Menengah
pada Diskumdag Kota Batu, dan
untuk mengidentifikasi faktor
pendukung dan penghambat

Implementasi Program
Pemberdayvaan Masvarakat
\ melalui Program Usaha Mikro
iI Menengah pada
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melaksanakan sesuatu yang menimbulkan dampak atau akibat terhadap

sesuatu, Sesuatu tersebut dilakukan untuk menimbulkan dampak atau akibat

itu dapat berupa undang-undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan
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Peradilan dan Kebijakan (program) yang dibuat oleh Lembaga-Lembaga
Pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Siti nurjanna mengutip dari Solichin Abdul Wahab dalam
bukunya yang berjudul Analisis Kebijakan (program) Dari Formulasi ke
Implementasi Kebijaksanaan Negara dalam (Siti Nurjannah 2014)
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mendefinisikan “implementasi

baik oleh individu-individu atau pejabatpejabat atau kelompok-kelompok
pemerintah atau swasta yang diarahkan pada tercapainya tujuan-tujuan yang
telah digariskan dalam keputusan kebijaksanaan”. Tindakan-tindakan yang
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dimaksud mencakup usaha untuk mengubah keputusan menjadi tindakan-
tindakan operasional dalam kurun waktu tertentu maupun dalam rangka
melanjutkan usaha-usaha untuk mencapai perubahan besar dan kecil yang
ditetapkan oleh program.

2. Implementasi Program

Implementasi merupakan suafu proses yang sangat penting ketika
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¢) Penerapan atau Aplikasi Perlu adanya pembuatan prosedur kerja
yang jelas agar program kerja dapat berjalan sesuai dengan jadwal

kegiatan sehingga tidak berbenturan dengan program lainnya.




Program merupakan tahap-tahap dalam penyelesaian rangkaian
kegiatan yang berisi langkah langkah yang akan dikerjakan untuk mencapai
tujuan dan merupakan unsur pertama yang harus ada demi tercapainya
kegiatan implementasi. Program akan menunjang implementasi, karena
dalam program telah dimuat berbagai aspek antara lain :

a) Adanya tujuan yang ingin dicapai.
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yang telah memnuhi kriteria dan di salurkan langsung ke rekening penerima
bantuan yang sedang tidak menerima kredit atau pembiyaan dari
perbangkan




16

Adapun beberapa persyaratan penerima BPUM sebagai berikut:

a) Warga Negara Indonesia

b) Memiliki Nomor Induk Kependudukan

¢) Memiliki Usaha yang di buktikan dengan surat usulan calon penerima
BPUM dari pengusul BPUM beserta lampiranya yang merupakan satu

4

S\
§$’ wP\KASS‘q

i
\ \ ‘“" /// o

a. Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau
badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro
sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.
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b. Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan
merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang
dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak
langsung dari Usah Menengah atau Usaha Besar yang memenuhi

kriteria Usaha Kecil sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang
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0, Usaha Kecil, Usaha Menengah,
dan Usaha Besar yang melakukan kegiatan ekonomi di Indonesia dan

berdomisili di Indonesia.




5. Kriteria UMKM
Menurut Pasal 6 UU No.20 Tahun 2008 (Undang-Undang No. 20 2008)
tentang kreteria UMKM dalam bentuk permodalan adalah sebagai berikut:
a. Kriteria Usaha Mikro adalah sebagai berikut:
1) Memiliki kekayaan bersih paling banyak Rp50.000.000,00 (lima puluh
juta rupiah) tidak termasuk tanah dan bangunan tempat usaha; atau

s w:J = 2
WARASSy
\}\‘\\ih,{//

dari Rp.2.500.000.000,00 (dua
milyar lima ratus juta rupiah) sampai dengan paling banyak
Rp.50.000.000.000,00 (lima puluh milyar rupiah).
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6.  Konsep Pemberdayaan
Pemberdayaan adalah upaya atau proses menyadarkan tentang suatu
kelemahan atau potensi yang dimiliki yang berdampak pada timbulnya dan
meningkatnya rasa percaya diri untuk keluar dari berbagai problem dan
untuk memecahkan suatu permasalahan serta melakukan pengembangan
diri, secara singkat dijelaskan keluar dari kondisi yang tidak berdaya
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tiga hal ye " hr:.. ). menipe tensi atau daya
mi.1998). Pada

meliputi

hakikatnya pemberdayaan merupakan penciptaan kondisi yang membuat
potensi masyarakat berkembang. Karena tidak ada masyarakat yang sama
sekali tanpa daya, namun terkadang masyarakat tidak menyadari hal
tersebut, Oleh karena itu daya harus digali dan kemudian dikembangkan.




Jika asumsi ini berkembang maka pemberdayaan adalah upaya untuk

membangun daya, dengan cara mendorong, memotivasi dan
membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimiliki.

7. Konsep Pemberdayaan UMKM

Menyangkut dengan pemberdayaan UMKM, semenjak awal era Orde

Baru sampai saat ini, Pemerintah) Indonesia sudah banyak menerapkan

%\»_\“'hzlé | e | "

N
NN W\ w2
Wiz @
o IENZeiL T /T 4 :

i
- Pz

%
g

pemerintah daerah dituntut agar memperbaiki pola orientasi global,
Pemerintah diminta mengatur organisasi birokrasinya dan Mindset

Birokratik ke Mindset Entrepreneur. Berdasarkan hal tersebut, maka perlu




21

motivasi/dorongan dari stakeholder atau entitas-entitas terkait yang
berhubungan langsung dengan sektor swasta untuk fokus membentuk
UMKM melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM) misalnya
pelatihan, promosi dan pendampingan agar UMKM dapat terus maju dan
berkembang

. Kebijakan (program) Pemerintah U]
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al ekonomi rakyat yang mempunyai
kedudukan, peran, dan potensi strategis untuk mewujudkan struktur
perekonomian nasional yang makin seimbang, berkembang, dan
berkeadilan, Peraturan Presiden No.5 Tahun 2007 mengenai program
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Kredit Usaha Kecil bagi pembiayaan oprasional UMKM, UU No.20 Tahun
2008 tentang perberdayaan UMKM bagi prekonomian di Indonesia.
C. Kerangka Pikir
Konsep Teori melambangkan kerangka pemikiran atau bagian-bagian

gagasan, mengenai suatu kasus atuapun permasalahan (problem) vang bagi

PKA;
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Karakteristik organisasi pelaksana, Sikap para pelaksana, Komunikasi
antar organisasi terkait dan kegiatan-kegiatan pelaksanaan oleh Van
Meter Van Hom dalam (Webster dalam Wahab 2018), untuk
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mengetahui bagaiman mengimplementasikan program Bantuan pelaku
usaha mikro (BPUM) yang di lakukan oleh dinas terkait
Bagan Kerangka Pikir

Analisis Implementasi program BPUM untuk Pemberdayaan
UMKM di Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi

—

efektif atau tidaknya Implentasi program BPUM dalam pemberdayaan
UMKM di Dinas Kopererasi, UKM, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi di Kab.
Enrekang.
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E.  Deskripsi Fokus Peneliian
Dalam Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Untuk
Memberdayakan UMKM di Kabupaten Enrekang menggunakan indicator
yaitu

1. Deskripsi indicator Pemberdayaan U}
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b) Memperkuat Potensi atau Daya (empowering)
Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau
kelompok yang akan diberdayakan melalui peningkatan taraf pendidikan
dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan. Dalam rangka ini diperlukan




langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan
suasana penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut
penyediaan berbagai masukan (input), serta pembukaan akses ke dalam
berbagai peluang (opportunities) yang akan membuat masyarakat atau

kelompok menjadi makin berdaya.
Deskripsi indicator Implementasi program BPUM
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melaksanakan kebijakan,dikarenakan mereka menolak atau tidak mengerti
apa yang menjadi tujuan suatu kebijakan.
b) Sumber Daya




26

Keberhasilan implementasi kebijakan (program) sangat tergantung dari
kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan
sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu
implementasi kebijakan.Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber
daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan

oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara apolitik. Selain sumber daya
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pelaksananya. Hal ini berkaitan dengan konteks kebijakan vyang akan

dilaksanakan pada beberapa kebijakan dituntut pelaksana kebijakan yang

ketat dan displin. Pada konteks lain diperlukan agen pelaksana yang




27

demokratis dan persuasif. Selaian itu, cakupan atau luas wilayah menjadi
pertimbangan penting dalam menentukan agen pelaksana kebijakan
(program),
d) Sikap Para Pelaksana
sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana kebijakan
(program) sangat mempengaruhi keberh
kebijakan (program) publik. mungkin terjadi karena kebijakan

RN

silan atau kegagalan implementasi
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pengetahuan (cognition), pemahaman dan pendalaman (comprehension and
understanding) terhadap kebijakan (program), kedua, arah respon mereka




apakah menerima, netral atau menolak (acceptance, neutrality, and
rejection), dan ketiga, intensitas terhadap kebijakan.
¢) Komunikasi
Hal terakhir yang perlu diperhatikan guna menilai kinerja implementasi
kebijakan adalah sejauh mana lingkungan eksternal turut mendorong
| ngan sosial, ekonomi dan politik yang




BABIN
METODE PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian
Waktu penelitian akan di laksanakan selama 2 (dua) bulan terhitung
setelah ujian seminar proposal. Sedangkan lokasi penelitian ini akan di
laksanakan di Dinas Koperasi, I, Tenaga kerja.dan Transmigrasi
okasi penelitian tersebut karena

Tipe penelitian ini yaitu deskriptif didukung data kualitatif dimana
peneliti berupaya untuk mengungkapkan suatu realita mengenai
Implementasi Pemberdayaan UMKM Dalam Program Bantuan Pelaku
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Usaha Mikro (BPUM) Di Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Kabupaten Enrekang.
C. Sumber Data
Sumber data yang diperoleh peneliti di ambil dari sumber data primer
dan sekunder sesuai dengan tujuan penelitian:
1. Data Primer

\k"‘““‘“’&i "o,k
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dokumentasi.
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D.  Informan Penelitian

Adapun penentuan informan yanag dilakukan adalah informan yang
dianggap mengetahui serta terlibat dalam Pemberian bantuan usaha mikro
(BPUM), vaitu Kepala Dinas Koperasi UKM, Tenaga Kerja dan
Transmigrasi dimana informan penelitian tersebut berkaitan dengan
Implementasi Pemberdayaan Dalam Program Bantuan Pelaku
Usaha Mikro (BPUM) Di i, Ukm, Tenaga Kerja Dan
Transmigrasi Ka

b 4
0 \ /
(7
2 g 1
1
0 G
)
]
E. Te
\J

Teknik | 1 am kegiatan

penelitian
1. Observasi

Observasi melalui pengamatan langsung peneliti di lapangan yang
berkaitan Dalam hal ini peneliti melakukan pengamatan langsung yang

berkaitan dengan Implementasi Pemberdayaan UMKM Dalam Program
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Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Dinas Koperasi, Ukm, Tenaga
Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.
2. Wawancara
Wawancara merupakan bentuk komunikasi langsung dengan informan
dalam memperoleh data-data terkait Implementasi Pemberdayaan UMKM

penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singakat, bagan, hubungan

antar kategori, dan sejenisnya. Setelah itu adalah penarikan kesimpulan dan
verifikasi yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti yang

valid dan konsisten mengenai Implementasi pemberdayaan bantuan pelaku




usaha mikro (BPUM) dalam meningkatkan kualitas UMKM di kabupaten
Enrekang

G. Keabsahan Data
Data penelitian yang dikumpulkaan diharapkan dapat menghasilkan
penelitian yang bermutu atau dataa yang kredibel, oleh kareena itu peneliti

erbagai hal Sﬂbﬂgﬂi berikut (Smm

Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM) Di Dinas Koperasi,
Ukm, Tenaga Kerja Dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang.




b) Triangulasi teknik adalsh pengujian data yang di peroleh dengan
bermacam-macam cara atau teknik untuk menguji tingkat keakuratan
dan ketidak akuratannya.

¢) Triagulasi waktu adalah penentuan waktu yang digunakan penulis
dalam mengukur lamanya waktu yang dibutuhkan peneliti dalam




BABIV
HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian
1. Kabupaten Enrekang
Sejak abad ke XIV, daerah Kabupaten Enrekang ini disebut juga

dengan ‘MASSENREMPULU’ yang berarti meminggir gunung atau disebut

p\KASs 4
\\\ «\h» ,//

Kabupaten Enrekang secara geografis terlentak antara 3° 14°367- 3°

50°00"" Lintang Selatan dan antara 119° 407537~ 120° 06’ 33" Bujur Timur.
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Sedangkan ketinggianya bervariasi antara 47 meter sampai 3.329 meter di
atas permukaan laut. Batas wilayah Kabupaten Enrekang adalah:

1. Sebelah Utara: Kabupaten Tana Toraja

2. Sebelah Timur: Kabupaten Luwu

3. Sebelah Selatan: Kabupaten Sidrap
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Malua 8 desa, Kecamatan Alla 8 desa, Kecamatan Curio 11| desa,

Kecamatan Masalle 6 desa, Kecamatan Baroko 5 desa.
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a) Meningkatkan kualitas dan ketersedian infrastruktur pelayan
publicMeningkatkan kualitas SDM yang berdaya saing, penguasa
teknologi, bermoral, dan beriman serta bertagwa.

b) Mewujudkan tata kelola dalam pemerintahan yang baik dan disertai
dengan adanya jaminan rasa aman dalam menjalani berbagai aktivitas

"'uw\\\
w\\ >

Bupati Enrekang Nomor 18
Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja

dan TransmigrasiKabupaten Enrekang sebagai berikut :




b. Perekonomian

Dilihat dari aktivitas perekonomian, terdapat adanya perbedaan yang

signifikan pada kedua wilayah tersebut.Pada dasarnya kegiatan industri dan
perdagangan terdapat pada wilayah KBE.Selian itu kegiatan industri jasa
seperti telekomunikasi, transportasi, restoran, perbankan. hotel, perdagangan
industri pengelolahan sebagai hasil pertanian memiliki ptensi untuk di

¢. Visi Misi Kabupaten En
1) Visi: “mewujudkan Kabupaten Enrekang Maju, Aman, Sejahtera
(EMAS) yang berkelanjutan dan religious”.

2) Misi:
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1) Kepala Dinas
Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dipimpin oleh
Kepala Dinas yang mempunyai tugas memimpin Dinas Koperasi, UKM,
Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Enrekang dalam hal
melaksanakan urusan Koperasi, UKM, Tenaga Kerja dan Transmigrasi dan

penyelenggaraan pelayanan sesuai bidang tugasnya. Dalam melaksanakan
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Transmigrasi. Dalam melaksanakan tugasnya sekretaris mempunyai fungsi
a) Pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan
b) Perumusan kebijakan teknis dibidang kesekretariatan



c) Pengelolaan wurusan umum dan kepegawaian meliputi surat
menyurat, kearsipan, kepegawaian, pengadaan, perlengkapan,
kerumahtanggaan, hubungan masyarakat dan keprotokolan Dinas

d) Pengelolaan urusan administrasi keuangan Dinas;

¢) Pengelolaan penyusunan program Dinas
f) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai

4) Kepala Bidang UKM
Bidang Usaha Kecil Menengah (UKM) dipimpin oleh seorang Kepala
Bidang, mempunyai tugas melaksanakan, merumuskan kebijakan,
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mengkoordinasikan, membina dan mengendalikan kegiatan dibidang usaha
mikro, kecil dan menengah.
a) Seksi Kelembagaan dan Usaha UKM
Seksi Kelembagaan dan Usaha UKM dipimpin oleh seorang Kepala

Seksi, mempunyai tugas melaksanakan penyiapan bahan perumusan,

Seksi Pembinaan, Pelatih

Kerja dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas
melaksanakan penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis,
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koordinasi, pembinaan, pengendalian dan pemberian bimbingan
pembinaan pelatihan, penempatan dan produktivitas tenaga kerja.

b) Seksi Pembayaran Jamsos dan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan
Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industri.

Seksi Pembayaran Jamsos dan Kesejahteraan Tenaga Kerja dan
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Seksi Pembangunan dan Pengembangan Kawasan Transmigrasi
dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, mempunyai tugas melaksanakan
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penyiapan bahan perumusan, kebijakan teknis, koordinasi. pembinaan,

pengendalian pembangunan dan pengembangan kawasan transmigrasi,

2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati

1) Visi Bupati-Wakil Bupati terpilih Tahun 2017 - 2022 adalah Meningkatnya
Kesejahteraan Masyarakat dan Pelayanan Publik. Efektivitas dalam
pelaksanaan tugas dan fungsi pelayanan publik Bidang Koperasi dan
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peluang investasi, dan memperluas lapanga;
f) Meningkatkan daya saing daerah dan pertumbuhan ekonomi daerah
berbasis pertanian, perdagangan dan industry




g) Meningkatkan pembangunan infrastruktur daerah, mendukung
pengebangan ekonomi daerah

h) Meningkatkan kualitas lingkungan hidup guna mendukung
pembangunan yang berkelanjutan; Terkait dengan misi tersebut di
atas, Bidang Koperasi dan Usaha Mikro diproyeksikan dapat
memberikan kontribusi dalam pencapaian misi yang kelima yaitu

n p ‘\\‘1‘“"'//‘ ~
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pemerintah pusat dan provinsi serta stakeholder yang lain dalam
upaya program pemberdayaan Koperasi dan UMKM,
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b) Faktor Penghambat
Minimnyva koordinasi dan komunikasi antar pihak terkait dalam
pengembangan koperasi dan usaha mikro karena masih adanya ego
sektoral, Masih minimnya SDM baik dalam kuantitas maupun kualitas
guna mendukung keberhasilan pemberdayaan Koperasi dan UMKM,

Perencanaan program dan kegiatan bidang Koperasi dan Usaha Mikro
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C.  Hasil Implementasi Program Bantuan Pelaku Usaha Mikro (BPUM)
1. Standar dan Sasaran/Ukuran Kebijakan (program)
Kinerja implementasi kebijakan atau program dapat diukur tingkat
keberhasilannya dari ukuran dan tujuan kebijakan (program) yang bersifat
realistis dengan sosio-kultur yang ada di level pelaksana kebijakan . Ketika

m“llidﬂﬁmjmmpmm Yera

Kecil Dan Menengah Republik Indonesia nomor 6 Tahun 2020 : BPUM

adalah Bantuan bagi Pelaku Usaha Mikro yang di singkat BPUM adalah
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bantuan pemerintah berupa Uang yang di berikan kepada pelaku usaha yang
bersumber dari anggaran pendapatan belanja Negara.

“Sasaran untuk penyaluran program hanya untuk pelaku usaha
mikro yang telah mendafiar di kabupaten enrekang seperti
industri kreatif, jasa kuliner, perdagangan, peternakan perikanan
dan warkop yang telah lulus verifikasi pusat”(Hasil Wawancara
penulis kepada SN 22 April 2022). Tujuan untuk program atau
kebijakan ini adalah sebagai sala satu program prioritas yang di
lakukan pemerintah dengan tujuan pemulihan ekonomi nasional
kepada pelaku usaha mi g terdamapak Covid 19" (Hasil
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demi covid 19 yang membuat para pelaku usaha

mikro memiliki kendala secara finansial dalam menjalankan usahanya.
Adapun sasaran yang dalam program ini yaitu para pelaku usaha mikro
(Usaha Mikro adalah usaha produktif milik orang perorangan dan/atau




badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria Usaha Mikro sebagaimana
diatur dalam Undang-Undang) dan bukan aparatur sipil Negara, anggota
tentara nasional Indonesia, anggota kepolisian republik Indonesia, pegawai
BUMN, pegawai BUMD, dan Kur di Bank

. Sumber Daya

Keberhasilan implementasi kebijakan (program) sangat tergantung dari
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divalidasi akhir, ditetapkan sebagai penerima BPUM dan disalurkan ke
penerima BPUM melalui bank/lembaga penyalur yang ditunjuk. Pemohon
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vang dinyatakan sebagai penerima BPUM akan dihubungi oleh
bank/lembaga penyalur untuk proses penyerahan dana BPUM

Berdasarkan hal di atas dalam penentuan sumber daya di atas penulis
menentukan wawaacara langsung dengan dinas Koperasi, UKM, Tenaga
kerja dan Transmigrasi terkait dengan sumberdaya sebai berikut:

“Di  tahun 2020 pelaku  UMKM  vang
ani@ian) 5.472 per-pelaku, vang di
realisasika tahun tahun afgearan 2020 Total Rp 13.132.800.000
anggaran dengan / TP uRpZd-ﬂﬂDl]Pnda
e : ! ganmlal per-

; di
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itu adalah adalah Kementrian Koperasi dan Usaha Mikro dan Menengah
Republik Indonesia yang angarannya berasal dari APBN repubik Indonesia.
pembagian bantuan di lakukan sampai saat ini sudah 2 tahap vang di mana




ada penurunan jumish bantuan pada tahap ke 2 di karenakan jumlah
penerima bantuan BPUM yang di perbnayak.
3. Karakteristik Organisasi Pelaksana
Dalam tahapan implementasi, terdapat berbagai aktor yang terlibat
dalam pembuatan kebijakan. Mereka yang terlibat didalam aktor tersebut
adalah mereka yang membuat suaty kebijakan menjadi penanggung jawab

atau aktor penanggung jawabdidalam pelaksanaan program. Para pelaksana

an petunjuk teknis dan
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8) Tim Pengelolah data
9) Bank Penyalur BPUM
10) Sekretariat BPUM
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11) Pokja Penyaluran BPUM di tinggkat Provensi/DI

Dari 11 Organisai sebagai organisasi yang terlibat dalam program
BPUM, di dalam Petunjuk Pelaksana Bantuan Bagi Pelaku Usaha Mlkro
(BPUM) Nomor 98 tahun 2020 juga menyebutkan tugas dan fungsi dari
para organisai pelaksana program BPUM.

Terkhusus Di Kabupaten Enrgkang yang termasuk dalam organisasi

vang terlibat dalam Implem

BPUM adalah Dinas Kopersai, UKM dan BANK penyalur BPUM,

adapun organisisasi lainya yang ikut membantu implementasi BPUM
itu berasal dari organsasi perangkat daerah seperti Camat, Kelurahan,
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Dan Kantor Desa dalam rangka pelaksaanan sosialisasi,pendataan dan
pembinaan kepada pelaku Usaha Mikro di kabupaten Enrekang.
4. Sikap Para Pelaksana
Sikap penerimaan atau penolakan dari agen pelaksana program sangat
mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan implementasi kebijakan publik.
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Dari hasil wawancara di atas penulis menyimpulkan dalam Sikap
para pelaksana Implementator sebagai pelaksana program memiliki
acuan di dalam peraturan Mentri Koperasi dan Usaha Mikro dan




Menengah tahun 2020 tentang pedoman penyaluran BPUM yang
harus mengikuti aturan tersebut, adapaun masyarakat menyikapi
program BPUM pun beragam, masyarakat yang telah menrima
bantuan BPUM merasa antususias dan senang karena dampak dari
pandemic covid 19 yang membuat para pelaku UMKM kabupaten
Enrekang sangat di rugikan dalam menjalankan usahanya. Masyarakat
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bangun oleh para implementasi. Jenis komunikasi yang di lakukan dalam

mengimplementasikan suatu kebijakan atau program di lakukakan biasanya




sudah di atur dalam Peraturan Mentri yang melakukan implementasi
tersebut.

Dalam Program BPUM untuk melakukan Komunikasi baik itu internal
maupun eksternal sudah di atur dalam dalam Peraturan Menteri Koperasi,
Usaha Kecil dan Menengah Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020

Tentang Pedoman Umum Penyaluran Bantuan Pemerintah Bagi Pelaku
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pelakasanaan sosialisasi program penulis dalam proses pelaksanaan
Implementasi program bantuan pelaku Usaha Mikro BPUM di
kabupaten Enrekang masih belum efektif, melihat dari tidak adanya
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sosialisasi langsung terhadap pelaku UMKM di kabupaten Enrekang
berefek kepada adanya masyarakat vang tidak merima bantuan
program ini karena keterbatasan teknologi dan informasi, kesalahan
pengimputan, dan keterbatasan Kouta penrima.
D. Hasil Pemberdayaan UMKM Di Kabupaten Enrekang
Beberapa peraturan telah dikeluarkan oleh pemerintah untuk

945 merupakan pondasi dasar

sal 27 ayat (2), Pasal 33,

entitas terkait yang berhubungan langsung dengan sektor swasta untuk fokus

membentuk UMKM melalui peningkatan sumber daya manusia (SDM)



misalnya pelatihan, promosi dan pendampingan agar UMKM dapat terus
maju dan berkembang.

Terkhusus kepada Dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, Dan
Transmigrasi Kabupaten Enrekang di harapkan dapat memproyeksikan dan
memberikan kontribusi dalam pencapaian pemberdayaan UMKM dan

pengusaha, membuka peluang investasi, dan memperluas lapangan kerja.

ngkapkan oleh {“’iﬂﬂ.ﬂﬁ 19'?3] }"ﬂitu
pengembangan (anbling) dan Memperkuat Potensi daya (Empowering)
8 Peng_embangan (Enabling)
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Konsep pengembangan adalah proses penguatan masyarakat secara
aktif dan berkelanjutan berdasarkan prinsip keadilan social, partisipasi dan
kerjasama yang setara. Pengembangan juga adalah pengembangan manusia
yang bertujuan untuk mengembangkan potensi dan kemampuan manusia
untuk mengontrol lingkungannya, pengembangan merupakan usaha
membantu manusia mengubah sikapnya terhadap masyarakat, membantu

menumbuhkan kemampuan

)\
>

meliputi mendatangi pelaku UMKM yang telah meneri
vang masuk itu murni untuk modal Usaha. Dan vang ke dus,
mengajak pelaku untuk melengkapi legalitas Usahanya” (Hasil
Wawancara penulis kepada SN 22 April 2022).
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Berdasarkan pemyataan informan diatas, Adanya pengembangan vang
di lakukan oleh dinas Koperasi, UKM, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi
terhadap masyarakat yang telah menerima bantuan program BPUM dengan
melakukakan pembinaan dan juga pendataan pelaku UMKM yangg belum
terdaftar ke Nomor Induk Berusaha (NIB), karna berdasarkan pernyataan
SN pelaku Usaha sebaiknya terdaftar di dalam PKPM Pusat,

Selain BPUM dinas
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pengembangangan vaitu memperadakan pelatihan, peningktan kapasitas
SDM. dan Pemberdayaan Masyarakat usia dini untuk berwirausaha.

2. Memperkuat Potensi atau Daya (empowering)




Memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat atau
kelompok yang akan diberdayakan melalui peningkatan taraf pendidikan
dan akses terhadap sumber-sumber kemajuan. Dalam rangka ini diperlukan
langkah-langkah lebih positif, selain dari hanya menciptakan iklim dan
suasana penguatan ini meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut

peioky UMEM ik peninglostan S I:Hu.si] Wawancara
penulis kepada SN 22 April 2022)

Berdasarkan pernyataan informan diatas dari Memperkuat Potensi
Daya (Empowering) UMKM. Penulis menyimpulkan Koperasi ,UKM,




Tenaga kerja dan Transmigrasi telah memperkuat potensi daya sesui
dengan masalah umum yang di rasakan oleh pelaku UMKM di
Kabupaten Enrekang.

‘Ada beberapa masalah yang di sebutkan oleh narasumber dan
kemudian pihak dinas melakukan tindak lanjut. Hal tersebut membuat

peneliti menyimpulkan bahwa dalam memperkuat potensi daya yang




A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil dan pembahasan penelitian yang telah diuraikan
dan dikemukakan pada bab sebelumnya maka penelitian dapat membuat
sebuah kesimpulan sebagai berikut:
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jumlah penerima bantuan BPUM yang di perbnayak.
¢. Kareteristik Organisasi Pelaksana dalam profram BUPUM yaitu pelakasana
ada beberapa organisasi formal dan non formal yang ikut terlibat dalam
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[ beberapa masyarakat yang menerima bantuan tetapi tidak memiliki usaha
sama sekali telah menerima bantuan BPUM ini.
e. Komunikasi keseluruhan implementor dan penerima bantuan telah

memahami maksud dan tujuan dari program karena sudah tercantum dalam

peraturan mentri, tetapi dalam pelakasanaan sosialisasi program dalam
proses pelaksanaan Implementasi program bantuan pelaku Usaha Mikro
BPUM di kabupaten Enrekang masih belum efektif, melihat dari tidak

adanya sosialisasi langsung terhadap pelaku UMKM di kabupaten Enrekang
berefek kepada adanya masyarakat yang tidak merima bantuan program ini




karena keterbatasan teknologi dan informasi, kesalahan pengimputan, dan
keterbatasan Kouta penrima.
2. Pemberdayaan UMKM
a. Adanya pengembangan yang di lakukan oleh dinas Koperasi, UKM, Tenaga
Kerja, dan Transmigrasi terhadap masyarakat yang telah menerima bantuan

program BPUM dengan melak an pembinaan dan juga pendataan pelaku

duk Berusaha (NIB). Selain itu

'\.,

''''''

B. Saran
Dari kesimpulan diatas maka penulis ada berapa hal vang penulis
sarankan semoga kiranya dapat bermanfaat dan bisa menjadi bahan evaluasi

untuk kita semua tanda terkecuali.
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Harusnya pemerintah Pusat lebih melimpahkan lagi kekuasaan terhadap
pemerintah daerah dalam mengatur program BPUM karena Adanya
keterbatasan Ruang gerak yang di buat oleh Pemerintah pusat dalam
pengimplementasian program BPUM membuat dinas terkait yang ada di
kabupaten kota memiliki keterbatasan dalam proses pengimplementasian

program BPUM
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